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MOTTO

Kesuksesan akan didapat dengan kesungguhan dan kegagalan terjadi

akibat kemalasan. Bersungguh – sungguhlah maka kamu akan

mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita – citakan.1

1http://ekonurjannah.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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RINGKASAN

PT Jogjaraya Energi diputus pailit atas permohonan PT Bank Rakyat
Indonesia (persero), Tbk., oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang dalam putusan Nomor 09/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg karena terbukti PT
Jogjaraya Energi memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Kepailitan.
Tidak terima atas putusan Pengadilan Niaga tersebut PT Jogjaraya Energi
kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan
eksepsi bahwa sebelumnya perkara perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat
Indonesia (persero), Tbk., dan PT Jogjaraya Energi sudah pernah diputus oleh
Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk
dengan pokok perkara wanprestasi sehingga PT Jogjaraya Energi menganggap
perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Niaga, berdasar hal tersebut penulis
tertarik menganalisanya dalam bentuk skripsi dengan judul Kewenangan
Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan ( Analisis Yuridis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 ). Permasalahan yang akan diteliti
dalam skripsi ini yaitu: 1) Apakah Premi Asuransi dapat dikategorikan sebagai
utang dalam kepailitan ? 2) Apa kriteria pembuktian sederhana dalam kepailitan ?
3) Apa pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 tentang kewenangan mengadili
perkara kepailitan?

Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu guna memenuhi dan
melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sedangkan tujuan khusus yaitu 1)
Untuk mengetahui dan memahami kategori Premi Asuransi sebagai utang dalam
Kepailitan.2) Untuk mengetahui dan memahami kriteria pembuktian sederhana
dalam kepailitan. 3) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum
(ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 844
K/Pdt.Sus/2012 tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian
yang bersifat Yuridis Normatif (legal Research) dengan metode pendekatan
undang-undang (Statute Approach) , pendekatan konseptual (Conseptual
Approach), dan studi kasus (Case Approach) terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisa
bahan hukum deduktif.

Hasil dari penenelitian skripsi berdasarkan pemaparan pada bab-bab
sebelumnya : 1) Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada
penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung, dan
premi tersebut merupakan pengganti kerugian atau jaminan perlindungan dari
penanggung kepada tertanggung. Oleh karena itu Premi Asuransi dapat
dikategorikan sebagai utang dalam arti luas dalam kepailitan. 2) Syarat – syarat
pembuktian sederhana berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu
adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan
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tidak dibayar.3) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan
No 844K/Pdt.Sus/2012 bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus
yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Termohon yang dalam hal ini PT. Jogjaraya
Energi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero)
tbk., dan PT.  Asuransi Bumi Sejahtera  Artha  Makmur (BSAM).

Saran yang dapat di sampaikan : 1) Hendaknya Undang-undang Kepailitan
mengatur secara tegas hukum acara tersendiri, terutama dikaitkan dengan proses
pembuktian. Sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam proses
pembuktian kepailitan. 2) Hendaknya Majelis hakim memfokuskan pemeriksaan
permohonan kepailitan  pada hubungan kreditor dan debitor dengan utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan hubungan perutangan debitor dengan
kreditor lainnya. 3) Hendaknya Undang – Undang Kepailitan memberikan
penjelasan yang mendetail  /rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu
dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Sehingga ada definisi dan batasan
yang jelas yang dapat dipakai sebagai pegangan apa yang dimaksud dengan
pembuktian sederhana itu.
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